
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR o;o TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, diselenggarakan penerapan
Sistem Merit dan pola karier Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan perencanaan dan pengembangan karier;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai
Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan
Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tP.nhmg PPmhPntnk-An PPrAt11rAn PPrunrbmg-TTnn::ing,:m
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tP.nh:mg ApArAtnr 8ipi1 NPgArA (lPmhArAn NPgArA RPpnhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irulunesia Tahun 2014 Nmnur 244, Tw:nuahan Le1nuarw:1
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana. telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

8. Peratura.rt Daerah Provins! Kalima.nta.n Sela.tart Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Numur 100);
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9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimatan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0 10 Tahun 2022
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
PROVINS!. 

BAB I 

KETENTUAN U'.MU:M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1 n::u:�rRh Prnvini::i.i RcfalRh 0RPrRh Prnvini::i.i KRlimRntRn �PlRtRn 

2. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK 
adalah Gubernur.

6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut Pyb adalah
Sekretaris Daerah.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kepegawaian daerah.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi. 

9. Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Biro adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keorganisasian
pada Sekretariat Daerah Provinsi.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS
di lingkungan Pemerintah Provinsi.
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11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu
Perangkat Daerah.

12. ,Jabatan Pimpinan Tinggi. ya_ng selanjutnya disingk�tt ,JPT Arh:ilAh
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki 
Jabatan Administrator. 

16. Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki 
Jabatan Pengawas. 

17. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada
instansi pemerintah.

18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

19. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada
instansi pemerintah.

20. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun
berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki
oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

22. kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan termasuk di dalamnya
Kompetensi Pemerintahan.

23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.

24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dart budaya, perilaku, wawasart kebafigsa.an,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan
peran, fungsi, dan Jabatan.

25. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang
tli:tniliki oleh seorang Pegawai Neged Sipil yaug tliperlukan unluk
melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang
jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi
secara profesional.

26. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak
la.gi menduduki JA, JP', a.tau JPT.
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27. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan
hormat dari PNS.

28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pAnA knAlifikA�i; knmpPtPn�i; nAn kinPrjA �Pr.ArA Anil nAn WAjAr nPn3;.:m
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

29. Pengisian JPI' secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka
adalah proses pengisian JPI' yang dilakukan melalui kompetisi
secara terbuka.

30. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut
Simpeg adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan
terhubung secara on-line dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah
dan pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan kepegawaian.

31. Penyesuaian atau Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam
Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan dimaksudkan untuk mewujudkan 
pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, 
dan promosi PNS berdasarkan Sistem Merit. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan: 
a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
b. menyeimbangkan antara pengembangan karier 

kebutuhan instansi; 
c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Pasal 4 

PNS dan 

Manajemen karier menjadi pedoman pengelolaan karier PNS yang dilakukan 
�ejAk pPngA_ngkAt�m pPrtAmA �PhAgAi PN� �AmpAi nPngAn pPmhPrhPntiAn. 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi: 
a. basis data pegawai negeri sipil;
b. pengembangan karier;
c. pengembangan kompetensi;
d. pola karier;
e. promosi;
f. proses penyampaian usul mutasi dan promosi jabatan administrator

dan pengawas;
g. tata cara seleksi terbuka;
h. mutasi; dan
1. pemberhentian dari jabatan.
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BAB II 

BASIS DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan manajemen karier PNS, disusun basis
data PNS:
a. standar kompetensi Jabatan; dan
b. profil PNS.

(2) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, paling sedikit terdiri atas:
a. nama Jabatan;
b. uraian Jabatan;
c. kode Jabatan;
d. pangkat yang sesuai;
e. kompetensi; dan
f. ukuran kinerja Jabatan.

(3) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kumpulan informasi PNS, terdiri atas:
a. data personal, paling sedikit memuat:

1. nama;
2. nomor induk pegawai;
3. tempat tanggal lahir;
4. status perkawinan;
5. agama; dan
6. alamat.

b. kualifikasi, merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan
formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai dengan jenjang
paling rendah;

c. rekam jejak jabatan, merupakan informasi mengenai riwayat jabatan
yang pemah diduduki PNS;

d. kompetensi, merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam
melaksanakan tugas Jabatan;

e. riwayat pengembangan kompetensi, merupakan informasi mengenai
riwayat pengembangan kompetensi yang pemah diikuti oleh PNS,
meliputi riwayat pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus,
penataran dan/atau magang;

f. riwayat hasil penilaian kinerja, merupakan informasi mengenai
penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan
inemperhatikan target, capaian, hasn, d.an tnanfaat yang dicapai serta
perilaku PNS; dan

g. informasi kepegawaian lainnya, merupakan informasi yang memuat
prestasi, penghargaan, dan/ atau hukuman yang pernah diterima
oleh PNS.

(4) Prufil PNS sebagaituana tlituaksutl patla ayal (3) tlikelula uleh Batlar1
dalarn Sistem Informasi Manajernen Kepegawaian, yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara secara nasional.
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BAB III 
PENGEMBANGAN KARIER 

Bagian Kesatu 
TJmnm 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 7 

( 1) Pengembangan karier PNS diselenggarakan dilaksanakan berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

(2) Manajemen pengembangan karier PNS dilaksanakan melalui:
a. mutasi; dan
b. promosi.

(3) PNS ditempatkan pada Jabatan dan dilaksanakan dengan berpedoman
pada pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Paragraf 2 
, TPnl� n::m . Jpnj::mg. lAhAtAn 

Jenis Jabatan terdiri atas: 
a. JPT;
b. JA; dan
c. JF.

Pasal 8 

Pasal 9 

( 1) Jenjang JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
a. JPT Madya atau setara dengan Jabatan eselon I.b; dan
b. JPT Pratama atau setara dengan Jabatan eselon II.a dan Jabatan

eselon 11.b.
(2) Jenjang JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Jabatan administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.a
dan Jabatan eselon III. b;

b. Jabatan pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a
dan jabatan eselon IV. b; dan

c. Jabatan pelaksana.

(3) Jenjang JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
a. Jenjang JF Ahli, meliputi:

1. JF Ahli Utama;
2. JF Ahli Mad ya;
3. JF Ahli Muda; dan
4. JF Ahli Pertama.
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b. Jenjang JF Keterampilan, meliputi:
1. JF Penyelia atau jabatan yang setara;
2. JF Mahir atau jabatan yang setara;
3 . .  TF 'T'Pr::impil ::it:::111 j::ih::it::in y::ing �Pt::ir::i; n::in
4. JF Pemula atau jabatan yang setara.

Bagi.an Kedua 
Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja 

Paragraf 1 
Kualifikasi 

Pasal 10 

Kualifikasi Jabatan, paling kurang terdiri atas: 
a. pendidikan formal;
b. pangkat/ golongan atau kelas jabatan;
c. riwayat Jabatan; dan
d. batas usia pensiun.

Pasal 11 

( 1) Biro menyusun standar kualifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dalam bentuk syarat Jabatan berdasarkan:
a. analisis Jabatan;
b. analisis beban kerja; dan
c. evaluasi Jabatan.

(2) Standar kualifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 
Kompetensi 

Pasal 12 

( 1) Biro menyusun standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. kompetensi manajerial;
b. kompetensi teknis; dan
c. kompetensi sosial kultural;

(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 13 

( 1) Badan menyusun standar operasional dan prosedur pelaksanaan
TTji KnmpPtPnsi.

(2) Setiap PNS dilakukan penilaian melalui Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dengan berpedoman pada:
a. standar kompetensi Jabatan; dan
b. kamus kompetensi Jabatan.

(3) Uji Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 1

dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau paling lama
2 (dua) tahun.

(4) Uji Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Badan.

(5) Kamus kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disusun oleh Biro.

(6) Dalam melaksanakan Uji Kompetensi, Badan dibantu oleh Tim Assesor
Sumber Daya Manusia Aparatur atau dapat bekerja sama dengan
assesor independen.

Paragraf 3 
Kinerja 

Pasal 14 

(1) Hadan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun bentuk indikator
kinerja Jabatan berdasarkan target Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
yang diuraikan menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah.

(2) lndikator kinerja Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar ukuran kinerja Jabatan.

(3) Indikator kinerja Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 15 

Penilaian Kinerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS 
yAng ninAsArkAn sistPm prPstAsi nAn sistPm kAriPr. 
Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit 
atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan 
manfaat yang dicapai serta perilaku PNS yang bersangkutan. 
Penilaian kineria PNS sebruzaimana dimaksud oada a vat ( 1) dan a vat (2}.

_,, .._, 4 V \ # V "\ I '

dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, 
dan transparan. 
Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Kelompok Rencana Suksesi 

Pasal 16 

(1) Gubernur menetapkan kelompok rencana suksesi dalam setiap tahun.
(2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi

kelompok PNS yang memiliki:
a. kompetensi sesuai klasifikasi jabatan;
b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.
(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan

ayat (2), dikelola oleh Badan.

BAB IV 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Pasal 17 

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS sesuai
dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

(3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 18 

( 1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 7, bagi
setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam
1 (satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, dilakukan:
a. penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi

disusun berdasarkan anaiisis kesenjangan kompetensi dan anaiisis
kesenjangan kinerja;

b. pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk memenuhi
kornpetensi manajerial, teknis, sosial kultural dan pemerintahan
dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan; dan

c. peiak:sanaan evaiuasi pengembangan kompetensi dilak:sanak:an uniuk
menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi manajerial,
kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis dan kompetensi
pemerintahan dengan standar kompetensi jabatan dan
pengembangan karier.

(3) Badan Pengen1bangan Sumber Daya Manusia Provinsi n1enyelenggarakan
pengembangan kompetensi PNS, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 19 

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi 
n:::is:::ir pPngPmh:::ing:::in lrnriPr. 

BABV 
POLAKARIER 

Paragraf 1 
TJm11m 

Pasal 20 

Pola Karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau 
perpindahan PNS dalam dan antar posisi disetiap jenis dan/ atau jenjang 
jabatan secara berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karier. 

Pasal 21 

Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berbentuk: 
E L 

horizont:;:il
1 

ni nAlAm �At11 kPlompok m:::i11p11n :;:int:;:ir kPlompok ,JA, ,JF, 
atau JPT; 

b. vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
c. diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Paragraf 2 
Pol:::i KAriPr hPrhPnt11k Hori7.ont:;:il 

Pasal 22 

Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar 
kelompok JA, JF, atau JPT. 

Pasal 23 

( 1) Pola Karier berbentuk horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
untuk JPT yang telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun, dilaksanakan setelah dilakukan uji
kompetensi dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur
Sipil Negara.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3 
Pola Karier Berbentuk Vertikal 

Pasal24 

(1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain
yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:
a . .  TA nAlAm SAtlJ kPlnmpnk .TA;
b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori

keahlian;dan
c. JPT dalam satu kelompok JPT.

(3) Pola Karier berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4 
Pola Karier Diagonal 

Pasal 25 

(1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c
merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain
yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau
mekanisme pengangkatan dalam JF.

(2) Perpi..�dahan kai"1er diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bagi:
a. JA ke JF;
b. JF keJA;
c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama; atau
n .TF Ahli TJtAmA kP dAlAm .TP'f MArlyA

(3) Pola Karier berbentuk Diagonal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI 
PROM08T 

Paragraf 1 
Promosi Dalam Jabatan Pelaksana 

Pasal 26 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut: 
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah la.njutan

tingkat atas atau yang setara;
C. tPlAh mPngiknti nAn l11h1s pPlAtihAn tPrkAit nPngAn hirl�mg t11gAs nAn/ AtAJJ

lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
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e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2 
Promosi Dalam Jabatan Fungsional 

Pasal 27 
( 1) Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dapat diangkat dalam JF Pemula,

dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Pemula;
b, penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang 

bemilai baik; 
,_ +#"'lla..........3 ........... - ... &,..,. _ __...._,....: _TU n,..,9"'¥'t,,1,.., ..-i..-A- 0,..,.-an,...1, ....... n"'--arh· 
'--• L\.,J.UGl._lJC:U. J.VJ.J.J.J.Gl.;;>J. VJ.' J. \.,J.J.J.UJ.GI. _lJGI.UGI. J. \.,J. J.0n.a.L .LIGl.\.,J. , 

d. mengikuti dan lulus Diklat JF dan/ atau inpassing; dan
e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Jabatan Pelaksana Pengelola dapat diangkat dalam JF Terampil,

dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF terampil;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bemilai baik;
r.. t,.,.rrtonot- fnrmos-i . TP' t,.,.T'omnil norlo p.,.T'01"1ff'Lrot- no.,.T'oh: - L,....., "4....._,t''-4"- .&.V.&. ..1...1..Ll..4. .L '-' .&. 1.-'-"'.L ir.A.A..&..LJ:-".L.&. }"......_....._._..... .&. .....,..a. ......_.,.&.t).&.�...,._.._ ..,_,�.....,.L � ' 

d. mengikuti dan lulus Diklat JF dan/ atau in passing JF; dan
e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(3) JF Pemula dapat diangkat dalam JF Terampil, dengan 
ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF terampil;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bemilai baik;
c. terdapat formasi JF tera..1n.pil pada Pera..11.gkat Daerah; da..11.
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(4) JF Terampil dapat diangkat dalam JF Mahir, dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Mahir;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bemilai baik;
c. terdapat formasi JF Mahir pada Perangkat Daerah; dan
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

pPMJTln:::mg-nnnang�n. 
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(5) JF Mahir dapat diangkat dalam JF Penyelia, dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Penyelia;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

berniiai baik;
c. terdapat formasi JF Penyelia pada Perangkat Daerah; dan
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

a. memenuhi angka kredit JF Ahli Pertama;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bernilai baik;
c. terdapat formasi JF Ahli Pertama pada Perangkat Daerah; dan 
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(7) JF Penyelia dapat diangkat dalam JF Ahli Muda, dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Ahli Muda;
b n,..,..,;10;0,.., ,.., ... ,..o+oc,; 1.r,.....;o t"tolon-1 ') fA110\ +oh11n +e-rol.rh;-r ,..,,1;,..,n l.r11-ronn 

• J:-'"-"A-.I-.L.&.'-"--1. ...... .&..L ..t'A"-"V\AA.\J.&. .a.-...""',1.J&.A. '--1-""".&.Q.4.L.L ""' \""''""-LAJ l,A,,,4..L.L...._.L.L I.. ,L"4.,.L11,,,,L,L.,l,.,L ,t"'ILA..L.1..1..1.l:) """'-'-4.LI.A..LAb, 

bernilai baik; 
c. terdapat formasi JF Ahli Muda pada Perangkat Daerah; dan
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(8) JF Ahli Muda dapat diangkat dalam JF Ahli Madya, dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Ahli Madya;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bernilai baik;
C f-prdana+ fnrmo01 TH' Ahl, 1\lrciA-va ncit"ta PPrcinnlrot noprcih• Acin 

• ............. 
"4,t'"-"1L'"-- .,_" .......... ""',.... ... v-... 4 A..A..L.&..L .&.t'A.'"4-......J J:-'lliA.'-'1,,"4 

.L 
\,,,'.L ............ b"'-11,.ll.,ILI., ......, ........ ...., ............... , ................ 

d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(9) JF Ahli Madya dapat diangkat dalam JF Ahli Utama, 
dengan ketentuan:
a. memenuhi angka kredit JF Ahli Utama;
b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang

bernilai baik;
c. terdapat formasi JF Ahli Utama pada Perangkat Daerah; dan
d. persyaratan lai..11nya 

perundang-undangan.
sesuai ketentua.11 peraturan 
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Paragraf 3 
Promosi Dalam Jabatan Pengawas 

Pasal 28 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut: 
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau

diploma IV;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat)

tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan
bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 4 
Promosi Dalam Jabatan Administrator 

Pasal 29 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai
berikut:
a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

C 
_.,.,.,._,:n....., '"...,""',.. ....,_.,.,.n.:ln;n ..... ...._ ... ,.u,+n,.,..: 1.,...,.,.,....:,.. .....,....,1,:....,,.,... _..,.._ri.:1,.:+ hc ....... l'ln1 hn�1.,.. A.nl

am • ,3\..,L.lGl._lJ U..U.OU..l _lJ\..,.l .l.lGl..lGl..l.l p.1\..,'31.Q.'3.l .&\..,.lJGl. _lJGl..1.1.1.lE, '3'-U..l.n..lL V .l.l.l .lGl..l VGl..lfi. U.Gl..l 

2 (dua) tahun terakhir; 

f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan
berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS
tli h1:slat1:sinya; tlan

g. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan bagi PNS
yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat
sangat memuaskan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
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Paragraf 5 
Promosi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Pasal 30 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
sebagai berikut: 
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana a tau diploma IV;

b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5
(liml=l) t$'1 hnn;

d. sedang atau pemah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang
ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam
JPT Pratama; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf6 
Promosi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 

Pasal 31 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 
sebagai berikut: 
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama
7 (tujuh) tahun;

d. sedang atau pemah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama
paling singkat 2 (dua) tahun;

e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

f. usia paling tinggi 58 (lima puluh dclapan) tahun pada aaat diangkat dalam
JPT Madya; dan

g. sehat jasmani dan rohani.
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BAB VII 
PROSES PENYAMPAIAN USUL MUTASI DAN PROMOS! 

JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS 

Pasal 32 

(1) Proses mutasi dan/atau promosi Jabatan Administrator dan Pengawas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan melalui mekanisme 
sebagai berikut: 

a. Usul Mutasi dan/atau Promosi Jabatan Administrator dan Pengawas
harus berasal dari Unsur Pimpinan dan/ atau Kepala Perangkat
Daerah atas persetujuan Pimpinan;

b. Dalam hal usulan mutasi dan/ atau promosi dari Kepala Perangkat
Da.era.h, ha.rus disa.mpa.ika.n seca.ra. tertulis kepa.da. Gubemur
Kalimantan Selatan melalui Badan;

c. Usul Mutasi dan/atau Promosi direkap dan dibahas oleh Tim Penilai
Kinerja Jabatan Struktural Provinsi Kalimantan Selatan;

d. Hasil Tim Penilai Kinerja berupa Daftar Hadir, Berita Acara dan Hasil
Pembs:ihR�s:in; nRn

e. Hasil pembahasan Tim Penilai Kinerja disampaikan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) guna mendapat penetapan.

(2) Usulan yang tidak berasal dari unsur pimpinan dan/atau Kepala
Perangkat Daerah tidak akan diproses lebih lanjut.

Pasal 33 

Proses mutasi dan/atau promosi Jabatan Fungsional di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan 
melalui mekanisme sebagai berikut: 

a. Usul Mutasi dan/atau Promosi Jabatan Fungsional harus berasal dari
Unsur Pimpinan dan/ atau Kepala Perangkat Daerah atas persetujuan
Pimpinan;

b. Daiam hal usuiart mutasi danjata.u promosi darl Kepala Perangkat Daerah,
harus disampaikan secara tertulis kepada Gubemur Kalimantan Selatan
melalui Badan;

c. Usul Mutasi dan/atau Promosi direkap dan dibahas oleh Tim Penilai
Kinerja Jabatan Fungsional;

d. Hasil Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional berupa Daftar Hadir, Berita
Acara dan Hasil Pembahasan; dan

e. Hasil pembahasan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional diusulkan guna
mendapat penetapan.
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BAB VIII 

TATA CARA SELEKSI TERBUKA 

Pasal 34 

(1) Pengisian JPT dapat dilakukan melalui mutasi atau seleksi terbuka.

(2) Untuk dapat diangkat dalam JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. JPT Madya, dengan ketentuan:

1. memiliki kualilikasi pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan
yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling
singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli
utama paling singkat 2 (dua) tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat

diangkat dalam JPT Madya; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT Pratama, dengan ketentuan:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau

diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan
yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling
kurang selama 5 (lima) tahun;

4. seda..r1g atau pernah menduduki Jabatan administrator atau .JF
jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat
dalam JPT Pratama; dan

7. sehat jasmani dan rohani.
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Pasa.135 

(1) Pengisian JPT melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam
PAto::Al �4; nilAknkAn mPlAlni tAhApAn'.
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi; dan
f. penetapan dan pengangkatan.

(2) Perencanaan pengisian JPT melalui seleksi terbuka, meliputi:
a. penentuan JPT yang akan diisi;
b. pembentukan panitia seleksi;
c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT; dan
d. permohonan persetujuan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur

Sipil Negara.
(�\, D-1-..._, _,.., __ ,,,,,.a __ .,..._:_.;__ Jl:YT" --ha_....,,._,,._,.., d..; __ ,,.._,,..,.i --....3 ,..,, ,..,,..,,._,.. /1\ 

- CU.CU.J..l .L CU..LE,A. }J\,.,.L.LE,.L..:>.LCU..l .l .l ..:)\,.,UQ.t':,C:I..L.LJ..lCU..LCl UU.Q.A...:)U.U }JC\UCl Cl.Yell. \.LJ 

dan ayat (2), dibentuk Panitia Seleksi. 

(4) Panitia seleksi terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang, paling banyak
9 (sembilan) orang, dengan komposisi 70 persen dari
akademisi/pakar/profesional, Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi
Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang kosong,
dan 30 persen dari Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari instansi
Pemerintah yang bersangkutan.

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
nitPtApkAn nlPh <111hPrn11r_

(6) Pengumuman lowongan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diumumkan secara terbuka melalui media massa cetak dan media
dalam jaringan (online); dan

1. namajabatan yang lowong;

2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
3. batas waktu penyampaian lamaran; dan
4. tahapan, jadwal dan sistem seleksi.

(7) Lamaran disampaikan ke Kantor Sekretariat Panitia Seleksi bertempat di
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pangeran Antasari Nomor 5 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

(8) Tahapan seleksi pengisian JPT paling sedikit terdiri atas:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi;
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c. seleksi penulisan makalah; dan
d. wawancara clan penelusuran rekam jejak jabatan.

(9) Penetuan metode seleksi dan bobot setiap tahapan seleksi ditentukan
kemudian oleh Panitia Seleksi.

( 10) Pengumuman hasil seleksi dilakukan untuk setiap tahapan seleksi
berdasarkan alphabet atau peringkat.

(11) Pada tahap akhir, Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi
nPng::::m nilAi tPrhAik 11nt11k nisAmp�JkAn kPpAnA PPK mPlAh1i PyR.

(12) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon Pejabat untuk JPT
Pratama hasil seleksi untuk ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

( 13) PPK menyampaikan hasil seleksi JPT Madya kepada Presiden untuk
ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX 
MUTASI 

Pasal 36 

Mutasi pada Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: 
a. PNS yang dimutasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
b. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c. PNS yang mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 37 

PNS yang dimutasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
sP.hAgAimAnA rlimAks11rl ,falAm PAsAl �n h11n1f A, rlisPlPnggArAkAkAn nAlAm 
rangka pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, atau 
dalam rangka pelaksanaan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 38 

PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf b, dilaksanakan dalam rangka pengembangan karier 
atau pelaksanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

(1) Pegawai negeri sipil yang mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dalam
rangka pengembangan karier atau pelaksanaan lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



-21-

(2) Pegawai negeri sipil yang mutasi dalam rangka pengembangan karier
sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), dapat atas permohonan sendiri
atau untuk kebutuhan organisasi Perangkat Daerah.

(3) Mutasi atas pennohonan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal mutasi atas permohonan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk menduduki JPT, dapat dilakukan melalui proses seleksi
terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(5) Mutasi untuk kebutuhan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan ketentuan berdasarkan
formasi, rumpun Jabatan, dan standar kompetensi.

(6) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu
instAnsi mi:rnp11n AntAr instAnsi ,iApAt rlilAknlrnn mPlAlni nji kompP.tP.nsi
di antara pejabat pimpinan tinggi.

(7) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat:
a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun

(8) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BABX 

PF,MRF-RHF,N'T'TAN nART .TARA'T'AN 

Pasal 40 

(1) PNS dapat diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dalam hal:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan sebelumnya; dan
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

(2) Dalam hal PNS telah selesai dari pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditempatkan kembali
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPnPmpAtAn kPmhAH PN� ,iAlAm .lAhAtAn SPhAgAimAnA nimAksnn pada
ayat (2), dilaksanakan sesuai formasi, rumpun Jabatan, dan
standar kompetensi.
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BAB XI 
PENUTUP 

Pasal 41 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
Pada tanggal I '1 J I.J n 1 201.. 2. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 16 J"-1(11 202.1. 

TAHUN 2022 NOMOR 30

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 030 TAHUN 2022 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! 

PULA K.A.t<.1�.t<. lN�::ffAN:::>I 

MASA 
JABATAN 

2-5TAHUN 

2-5TAHUN 

4-12TAHUN 

4-8TAHUN 

4-8TAHUN 

4-8TAHUN 

4-STAHl!N 

0-4TAHUN 

DALAMDJ\N 
ANTAR 

KELOMPOK 
JABATAN 

----- ----------- ---� ------- --
' 

' 

' ' 

-------------.. -----. -:---------------------:--------------

'RPnr-r-tnR �n�i 
Seleksi Internal 

Rcncana$ulQseei 
Si,lek,d Terbuka 
i>.e�isiatt:111 
Merit Mllta;Ji JPl' 

Naswruil 

PENGEMBANOAN 
KOMPETENSI 

REFORM LEADER 
A<'AnF.MV 
PELATIHAN 

KEPEMIMPINAN 
PELATJHAN 

KEPEMIMPll'lAN LAIN 
YANG OISETARA!<AN 

----------------------f----------l 

PELATIHAN DASAR 
PELATIHAN 
FUNGSIONAL 
PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN 

AC/ll>EMY 
PENOEMDANOJ\N 
KOMPETENSI 
MANAJERIAL DAN 
SOSJA.L KULTURAL 
PENGEMJMNOAN 
KOMPETENSI TE:KNIS 

Horizontal 
- Mutasi 
Vertikal 
- Promosi 
- Krn::tikRn 

Jenjang 
Diagomu 
- Promosi 
- Mutasi 

Fasl Trnrk 
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